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Della Puja Suwanto/222016238/2020/Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Administrasi 

Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Kota Palembang 

(Studi Kasus Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang)/Perpajakan 

 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh kualitas pelayanan, sistem 

administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak reklame kota Palembang 

(Studi Kasus Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang). Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Populasi dalam 

penelitian ini adalah wajib pajak reklame Kota Palembang sebanyak 100 responden. Teknik 

pengumpulan data yaitu dengan menggunakan dokumen dan kuesioner. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Kualitas Pelayanan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Sistem Administrasi 

Perpajakan secara signifikan positif mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Reklame dan Sanksi Pajak 

tidak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Reklame. 

 

Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak,  Kepatuhan Wajib 

Pajak. 
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حِيْم حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ اللهِ الرَّ

 

 
PRAKATA 

Alhamdulillahi robbil’alamiin, tiada kata yang dapat penulis selain ucapan 

syukur kepada Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Kualitas 

Pelayanan, Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Reklame Kota Palembang”, skripsi ini disusun sebagai syarat untuk 

mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksankaan hak perpajakannya. 

Kualitas pelayanan yang baik, sistem administrasi perpajakan yang efektif dan sanksi 

pajak yang tertib tentunya akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak, semakin 

kepatuhan wajib pajak reklame Kota Palembang, maka akan berdampak pada hasil 

target yang akan di capai oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. 

Hasil penelitian ini secara bersama menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, 

sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaeuh terhadap kepatuhan 

wajib pajak reklame Kota Palembang. Secara parsial kualitas pelayanan dan sanksi 

pajak tidak signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak reklame, sedangkan 

sistem administrasi perpajakan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

reklame. 
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         BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu Negara di anggap maju apabila mampu membangun Negara nya baik 

dari segi fisik, yaitu pembangunan infastruktur, maupun nonfisik, yaitu 

pembangunan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia terkenal dengan sumber daya 

alam, maka dalam melaksanakan pembangunan sumber daya itu harus di gunakan 

dengan secara rasioanal dalam pelaksaan pembangunan. Dalam struktur pendapatan 

Negara, Indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor, contohnya 

adalah penerimaan dari sektor pajak. Sektor pajak mempunyai peranan yang sangat 

penting dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam 

negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan nasional. 

Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam kesadaran dirinya untuk 

membayar pajak demi kesejahteraan Negara nya. 

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh 

pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah 

diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang 

lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah 

akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai 

prinsip daerah otonom yang nyata. Setiap daerah dituntut untuk berkembang dan 

bersaing untuk dapat mensejahterakan kehidupan masyrakat didaerahnya tanpa 

bergantung terhadap bantuan pemerintahan pusat maka dibentuklah daerah otonom 
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yang disebut kebijakan otonomi daerah yaitu merupakan hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah memang dapat 

membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur 

diri sendiri. Memaksimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah berupaya 

keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya 

mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama 

ini. 

Usaha meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang 

dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. ‘Berbagai upaya dilakukan 

agar penerimaan pajak maksimal antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan 

intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek 

pajak dengan mencari wajib pajak baru . Upaya lain dari penerimaan pajak yaitu 

reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh. Sejak saat ini, negara Indonesia 

sudah mulai menganut self assessment system dimana para wajib pajak berhak untuk 

menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan 

ketentuan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, 

sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan. 

Reklame yang terpasang di wilayah Kota Palembang berpotensi untuk 

mendukung Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan PAD melalui pajak 

reklame, seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 

Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame yang menyebutkan bahwa pajak reklame 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 
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penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan 

keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memerhatikan potensi 

daerah.  

Menurut Marihot (2013: 381) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dan 30, pajak reklame adalah pajak atas 

penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, 

alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan 

komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik 

perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum. 

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada wajib 

pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan illegal dlam usahanya 

menyeludupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi apabila wajib pajak diketahui 

melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi perpajakan 

yang baik dan teritegrasi, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik, 

pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu enforcement bagi wajib pajak 

agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan. (Dwikora, 2019:81)  

Menurut (Dwikora, 2019: 80)  sistem administrasi perpajakan suatu Negara 

akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai 

pajak yang mumpuni dan prosedur perpajakan yang baik pula.  

Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan 

dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak 
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kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada Negara 

tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung (Dwikora, 2019: 80). 

Menurut teori paksaan, unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan 

seseorang mematuhi hukum. Setiap pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh 

wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban pajaknya, dapat berpotensi 

merugikan diri wajib pajak sendiri. Hal ini disebabkan sistem hukum pajak di 

Indonesia sebenarnya menghasilkan compliance cost yang tinggi atas setiap 

ketidakpatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan (Kautsar dan Heru, 2019: 260). 

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang merupakan sebuah instansi 

pemerintahan yang mengelola segala hal di bidang pendapatan, penagihan pajak dan 

retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak dan kewenangan 

pemerintah Kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pajak reklame merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin 

berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya kompenen pendukung 

yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan 

daerah. Di Kota Palembang jumlah reklame setiap tahunnya mengalami peningkatan, 

namun jumlah tunggakan nya juga terus meningkat setiap tahun nya. Berikut 

merupakan data realisasi penerimaan pajak reklame dan tunggakan pajak reklame 

yang tercatat di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang tahun 2016-2018. 
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Tabel I.1  

Target dan Realisasi Pajak Reklame 

Kota Palembang 

Tahun 2016-2018 

Tahun 
Target Pajak 

Reklame 

Realisasi Pajak 

Reklame 

Pertumbuhan 

Pajak Reklame 

2016 15.604.719.571 16.567.211.469 106,17% 

2017 17.605.000.000 17.113.700.816 97,20% 

2018 19.200.000.000 17.641.773.173 91,88% 

                           Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2019 

 

Tabel I.2 

Jumlah Data Wajib Pajak Reklame 

Kota Palembang 

Tahun 2016-2018 

Tahun 
Jumlah WP 

Terdaftar 

Jumlah WP 

Aktif 

Jumlah WP 

Menunggak 

2016 3.278 1.438 1.840 

2017 3.336 1.196 2.140 

2018 4.689 2.067 2.622 

SSSumber : Badan Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2019 

 

Dapat dilihat dari Tabel I.1 bahwa dari tahun 2016-2018 jumlah tunggakan 

wajib pajak reklame selalu meningkat dari 2016-2018 sebesar 14,01%-18,38%. 

Jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan dan sama 

juga hal nya dengan jumlah wajib pajak menunggak yang mengalami penigkatan 

setiap tahunnya. Jumlah tunggakan wajib pajak yang meningkat setiap tahunnya 

mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan 

mendaftarkan reklame yang didirikan masih harus ditingkatkan. Hal ini tersebut 

disebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor individu wajib pajak. Faktor 

lingkungan wajib pajak reklame meliputi peraturan pajak (tax law), kebijakan pajak 

(tax policy), dan administrasi pajak (tax administration), sedangkan faktor individu 

pajak yaitu kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban dalam membayar pajak. 

Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-
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faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak reklame dalam membayar pajak 

nya.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel kualitas 

pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Putu dkk (2016), 

Novita dkk (2016), dan Andrea dkk (2017) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh positf terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Ni Putu dkk 

(2019) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak. 

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh sistem administrasi terhadap 

kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Delli (2013), Hadi (2013), Widya (2015), 

Tyas (2016), dan Ni Luh dkk (2017), yang menyatakan bahwa sistem administrasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Namun hasil 

penelitian diatas tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Adhitya 

(2015), yang menyatakan bahwa sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andrea dan Teguh (2017), Nyoman dan 

Ketut (2019), Putu dkk (2019), Rara dkk (2016), terkait pengaruh sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak, menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun temuan tersebut tidak 

sejalan dengan penelitian Vionita dan Septian (2018) yang menyatakan bahwa sanksi 

perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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Berdasarkan uraian penelitian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Administrasi 

Perpajakan dan Sanksi  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame 

Kota Palembang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka 

permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

Bagaimanakah Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Administrasi Perpajakan 

dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Kota Palembang? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Administrasi Perpajakan dan 

Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Kota Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas pelayanan,  

sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak reklame Kota Palembang. 

2. Bagi BPPD Kota Palembang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada BPPD 

Kota Palembang, khususnya mengenai kualitas pelayanan, sistem 

administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

reklame Kota Palembang. 
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3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah 

ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi  penulis di 

masa yang akan datang. 
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